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						Abstract
Problem statement: The rights of the child to be heard is guaranteed by Article 10 of the Child Protection Act 2003 and 2014, the children is a main factor for judges to make a decision dealing with a child custody dispute. Objectives of the study: is to examine the implementation of Indonesian legislation dealing with the rights of the child to be heard in the court. Methodology: the study was taken by conducting a documentary research and field research  by collecting some state’s court decree and interviewing to judges dealing with the issue. Findings:The study on judges decision making dealing with custody dispute in Semarang State Court has demonstrated that  children under 15 years rare to be interviewed within inside court room; their opinion or their voice was considered as information not as statement from a witnesses. As a consequence, their opinion and their hope have no influence in the trial and court verdict. This study has also demonstrated that Indonesian legislation (such as Civil Code, Rbg and HIR) has regulated the obligation for judges to listen to children in court, however judges never consider about that. Significant and Contribution: to develop new legislation in the scope of Family law dealing with the rights of the child.





Tulisan ini akan memaparkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan asas kepentingan terbaik anak dikaitkan dengan hak berpendapat anak didengarkan di Pengadilan Negeri Semarang dan untuk mengetahui faktor penghambat penerapan hak berpendapat anak di pengadilan yang akan dianalisis melalui lima putusan dan  peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prinsip dasar kepentingan yang terbaik bagi anak menurut UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 diartikan sebagai “semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.” 

Berdasarkan ketentuan tersebut maka Hakim sebagai lembaga yudikatif yang menjalankan peradilan wajib menjalankan asas ini didalam menjalankan tugasnya, khususnya ketika akan membuat dan pada saat membuat putusan yang perkaranya melibatkan atau berpengaruh terhadap kehidupan anak, misalnya kasus perceraian yang didalamnya terdapat permohonan hak pemeliharaan anak. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang berlaku nasional bagi seluruh penduduk Indonesia tidak mengatur secara jelas kepentingan anak.​[1]​ Persoalan ‘kepentingan’ bagi anak diatur oleh undang-undang tersebut ketika perkawinan kedua orangtua putus karena perceraian dan terjadi perselisihan dalam menentukan hak pemeliharaan anak.​[2]​ Di dalam Konvensi Hak Anak, penjabaran asas kepentingan anak terdapat di beberapa pasal, misalnya Pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:  Pasal 3(1) menyatakan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan yang utama, Pasal 5 menghargai tanggungjawab, hak dan tugas orangtua untuk menyediakan dalam tata cara yang terus-menerus yang disesuaikan dengan kapasistas anak, pengawasan yang wajar. Kemudian, Pasal 9(3) menyatakan penghargaan terhadap anak yang terpisahkan dari salah satu atau kedua orangtuanya untuk membina hubungan yang bersifat personal dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Selanjutnya, Pasal 12(1) mengatur bahwa adalah hak bagi seorang anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam segala hal yang terkait dengan dan berakibat terhadap anak tersebut; pendapat mereka diberikan dengan mengingat umur dan kedewasan mereka. 

Atas dasar asas kepentingan terbaik anak, maka hakim perlu memperhatikan asas yang terkait yaitu asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak. Asas tersebut memberikan mandat bahwa anak-anak berhak menyatakan pendapatnya di manapun dan tentang apapun dan orang dewasa memiliki kewajiban untuk mendengarkan, mempertimbangkan dan memenuhi keinginan anak-anak tersebut apabila hak berpendapat tersebut berkaitan erat dengan kepentingan yang terbaik bagi kehidupan atau masa depan anak tersebut, termasuk hak untuk didengar pendapatnya di pengadilan.Hak berpendapat anak menjadi hal yang sangat penting untuk didengarkan oleh orang dewasa atau pemerintah ketika orangtua berselisih di pengadilan untuk menentukan hak pemeliharaan anak. 
UUP juga tidak mengatur mengenai batas usia anak yang dapat di dengar pendapatnya di dalam peradilan. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyinggung tentang batas usia anak didengarkan pendapatnya ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan mengajukan gugatan hak pemeliharaan anak ke Peradilan Agama.​[3]​ 

Bagi mereka yang beragama non Islam dapat mengajukan gugatan perceraian dan hak asuh anak melalui Pengadilan Negeri. Sedikit berbeda dengan Pengadilan Agama, Hakim di Pengadilan Negeri akan mendasarkan putusan-putusannya pada UU Perkawinan dan tata cara beracara menurut hukum perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek) dan Kitab Hukum Acara Perdata (HIR dan RBG).​[4]​ Di dalam proses beracara kasus perdata, setiap orang yang mendalilkan sesuatu wajib untuk membuktikannya melalui alat-alat bukti, salah satu alat bukti adalah saksi. Saksi yang dapat memberikan kesaksiannya adalah saksi yang memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Pasal 1909 KUH Perdata, Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBG, yang menentukan bahwa orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah: keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, suami atau istri dari salah satu pihak  meskipun sudah bercerai, anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun (Pasal. 145 ke-3 HIR dan Pasal 1912 KUH Perdata), orang gila meskipun terkadang terang ingatannya (Pasal 1912 KHU Perdata), dan orang yang selama proses perkara sidang berlangsung dimasukkan dalam tahanan atas perintah hakim (Pasal 1912 KUH Perdata).

Ketentuan  Pasal  145 ayat (2) HIR, Pasal 172 RBG ayat (2) dan Pasal 1910 KUH Perdata memberi pengecualian dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas; Pasal 145 (2) HIR menyebutkan  bahwa: “...akan tetapi kaum sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan”. Pasal 172 ayat (2) RBG juga menentukan bahwa: “...namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”. Kemudian Pasal 1910 KUH Perdata mengatur bahwa “...namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi, dalam hal: 
1.	Dalam perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak ;
2.  Dalam perkara menganai nafkah yang harus dibayar menurut buku Kesatu, termasuk biaya
     pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa;
3.  Dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat  menyebabkan pembebasan atau
     pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian ;
4.	Dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.”

Demikian juga Pasal 145 ayat (2) HIR mengecualikan anak-anak yang belum cukup  15 (lima belas) tahun, orang gila (walaupun kadang-kadang ingatannya terang) dalam perkara tertentu (keluarga) untuk diperbolehkan didengar keterangannya sebagai penjelasan dan untuk memberikan keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah. 

Berdasarkan berbagai ketentuan tersebut maka penyampaian pendapat anak semestinya bisa dijadikan dasar dalam pertimbangan hukum dan pengambilan keputusan hakim karena keterangan mereka adalah  sah sebagai penjelasan alat-alat bukti yang disampaikan di depan pengadilan. Apabila keterangan yang diberikan oleh anak-anak tersebut sah maka seyogyanya juga dicantumkan di dalam putusan hakim karena mendengarkan pendapat anak (baik yang dilakukan di dalam ataupun di luar ruang sidang) merupakan bagian dari proses peradilan yang tidak terpisahkan dengan kasus yang ditangani dan harus diputuskan oleh Hakim dan kasus tersebut sangat terkait dengan kepentingan anak itu sendiri.

 2. METHODOLOGY
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang   mengenai hak berpendapat anak dalam Penetapan Pengadilan tentang Hak Pemeliharaan dan Mendidik Anak dikarenakan perceraian orangtuanya.Penelitian kualitatif dilakukan dengan melakukan wawancara kepada hakim dan meneliti sejumlah 5 putusan pada kurun waktu 2014-2016. Terbatasnya putusan dengan kasus yang hendak yang diteliti karena sebagian besar kasus hanya mengenai perceraian tanpa disertai dengan permohonan penetapan hak asuh anak (hak pemeliharaan dan mendidik anak). Selain itu, Pengadilan Negeri Semarang telah membatasi jumlah putusan yang diteliti. Wawancara untuk memperdalam kajian normatif dilakukan kepada seorang hakim yang pernah menangani perkara perceraian yang didalamnya terdapat gugatan hak pemeliharaan dan mendidik anak. Analisis terhadap putusan ini bersifat deskriptif kualitatif.

3. FINDINGS		
    Berdasarkan penelitian atas lima putusan Pengadilan Negeri Semarang, diperoleh hail sebagai  
    berikut:
    3.1.Putusan Nomor: 293/Pdt.G/2014/PN.Smg
Kasus ini dimulai ketika penggugat (dalam hal ini adalah istri) yang sudah menikah dengan tergugat (dalam hal ini suami) selama sebelas tahun mengajukan gugatan cerai dengan alasan; tergugat  memiliki wanita idaman lain di tahun kedua perkawinan dan tahun ke Sembilan usia perkawinan. Selain itu, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat memiliki kebiasaan buruk dalam masalah keuangan, misalnya suka meminjam uang kepada banyak teman dan tidak pernah mengembalikannya. Kebiasaan buruk ini yang menyebabkan ia berpindah tempat kerja hingga dua kali. Tergugat  telah pergi meninggalkan penggugat dan kedua anaknya yang berusia 10 (sepuluh) tahun dan 4 (empat) tahun.  Tergugat meninggalkan penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2012. Upaya penggugat untuk menghubungi tergugat tidak mendapat respon yang baik sehingga sampai gugatan ini diajukan tergugat tidak pernah kembali. Meskipun berada di Semarang, penggugat dan tergugat telah berpisah dan tinggal di tempat yang berbeda; Penggugat saat ini tinggal bersama dengan orangtuanya, sedangkan tergugat tinggal di rumah saudaranya. Hakim memutuskan anak-anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat di bawah asuhan, bimbingan dan pemeliharaan penggugat selaku ibunya berdasarkan pertimbangan kedua anak tersebut belum berusia 18 tahun dan selama ini tinggal bersama ibunya. Putusan ini tidak mengurangi kewajiban tergugat sebagai ayahnya untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan bagi anak-anaknya tersebut.

  Di dalam putusan tersebut tidak terdapat pertimbangan hukum yang menyatakan bahwa anak-anak telah didengarkan pendapatnya, baik di dalam persidangan ataupun di luar persidangan. Hakim hanya mempertimbangkan usia yang masih belum cukup umur di bawah 18 tahun dan faktor kedekatan anak dengan salah satu orangtuanya untuk menentukan
    
3.2. Putusan Nomor: 285/Pdt.G/2014/PN.Smg
Penggugat (dalam hal ini suami) dan tergugat (dalam hal ini istri) telah menikah selama 15 tahun. Gugatan perceraian diajukan karena penggugat dan tergugat sering cekcok dan setiap kali terjadi percekcokan yang hebat tergugat selalu ingin bercerai. Tergugat sering marah-marah kepada suaminya tanpa sebab. Pada tahun 2002, 2005 dan 2007 percekcokan terjadi di antara mereka berdua, dan tergugat pernah menggugat cerai suaminya pada tahun 2014. Akan tetapi perceraian tidak terjadi karena terjadi perdamaian. Setelah adanya kesepakatan perdamaian, kehidupan perkawinan mereka tidak juga membaik karena percekcokan masih terus terjadi. Hal inilah yang kemudian mendorong penggugat untuk menggugat cerai istrinya karena penggugat merasa tidak bisa mempertahankan perkawinannya. Penggugat juga mengajukan permohonan penetapan hak memelihara dan mendidik anak terhadap ketiga anaknya yang berusia 14 tahun, 12 tahun dan 9 tahun. 

Hakim Pengadilan Negeri memutuskan untuk mengabulkan gugatan perceraian penggugat karena berdasarkan fakta bahwa penggugat dan tergugat telah pisah rumah selama satu tahun Sembilan bulan. Permohonan hak memelihara dan mendidik anak diserahkan kepada penggugat oleh hakim setelah mendengarkan keterangan penggugat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat. Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan ketiga anak dengan penggugat lebih dekat dibandingkan dengan tergugat, bahkan hingga gugatan perceraian diajukan ketiga anak tinggal bersama dengan penggugat maka Majelis Hakim menganggap sudah cukup alasan menurut hukum untuk menyerahkan hak asuh anak kepada penggugat dengan tetap memberi kesempatan kepada tergugat sebagai ibu kandungnya untuk bertemu dengan anak kandungnya.

Hakim yang diwawancarai menyatakan bahwa anak selalu diminta pendapatnya dalam setiap kasus mengenai hak asuh anak.​[5]​ Akan tetapi, dalam putusan ini tidak terdapat satu bagian pun yang menunjukkan pendapat anak telah didengarkan atau catatan mengenai hasil wawancara hakim dengan anak terkait dengan haknya ingin tinggal dengan siapa dan alasannya ingin tinggal.

   3.3. Putusan Nomor:38/Pdt.G/2015/PN.Smg
Penggugat (dalam hal ini istri) dan tergugat (dalam hal ini suami) telah menikah selama sepuluh tahun dan memiliki seorang anak berusia 9 tahun. Penggugat mengajukan dalil bahwa percekcokan dan perselisihan beberapa kali terjadi. Setiap kali berselisih pendapat tergugat sering memukul penggugat dan mengucapkan kata-kata yang bersifat mengancam dan kata ‘cerai’. Menurut penggugat, kekerasan selalu menjadi cara bagi tergugat untuk menyelesaikan masalah. Kekerasan dilakukan tidak hanya terhadap penggugat tetapi juga kepada anaknya. Kekerasan terakhir yang dilakukan oleh tergugat menyebabkan penggugat tidak masuk kerja selama dua hari; Penggugat tidak melaporkan ke polisi karena mempertimbangkan anaknya. Penggugat juga menyatakan bahwa tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya. 

Dalam kaitannya dengan hak pemeliharaan dan mendidik anak, penggugat memohon kepada Majelis hakim untuk menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak kepada dirinya sebagai ibu kandungnya. Tergugat menyampaikan alasannya karena selama satu tahun berpisah dengan penggugat, anak tinggal bersama dengan tergugat. Tergugat yang merawat anak baik dalam hal sekolah dan belajar, maupun pemenuhan keperluan sehari-hari, bahkan perawatan ketika sakit. Tergugat mengatakan bahwa ketika si anak sakit, penggugat sebagai ibu kandungnya tidak pernah menengok apalagi ikut merawat. Selama ini sang anak tinggal berdua bersama tergugat. 

Majelis Hakim mengabulkan permohonan penggugat untuk bercerai karena percekcokan dan perselisihan berdasarkan keterangan saksi-saksi, termasuk juga bekas pemukulan di wajah penggugat yang dilakukan oleh tergugat. Dengan demikian, menurut Majelis Hakim perkawinan yang diwarnai dengan perselisihan dan kekerasan sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa.  Selain itu perselisihan dan percekcokan yang terjadi telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 sebagai salah satu alasan perceraian.

Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak kepada tergugat sebagai ayah dari anak yang diperebutkan hak pemeliharaan dan mendidik. Pertimbangan yang digunakan Majelis Hakim dalam membuat putusan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut: 1) selama penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama selama setahun anak telah tinggal bersama tergugat dan  tergugat yang merawat anak tersebut, 2) selama waktu itu penggugat sebagai ibunya tidak pernah menengok, 3) untuk kenyamanan anak dan mempertimbangkan perkembangan jiwa anak di kemudian hari maka hak pemeliharaan dan mendidik anak diberikan kepada tergugat.
. 
  3.4. Putusan Nomor: 286/Pdt.G/2015/PN.Smg
Penggugat (dalam hal ini istri) dan tergugat (suami) telah melangsungkan pernikahan pada tahun 2006. Pernikahan mulai tidak harmonis setelah kelahiran anak pertama karena tergugat sering keluar malam bersama-sama dengan temannya. Terjadi pertengkaran di tahun 2012 ketika penggugat mengetahui bahwa tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain. Akibat pertengkaran tersebut tergugat pernah tidak pulang tiga bulan dan tidur di tempat tergugat menjalankan usahanya.  Tergugat pernah berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan wanita idaman tersebut, tetapi di tahun 2015 ternyata tergugat masih menjalin hubungan lagi dengan wanita idaman yang sama dan bahkan telah menikah. Mengetahui hal tersebut, penggugat memutuskan untuk berpisah dengan tergugat dan kembali ke Semarang bersama ketiga anaknya. Penggugat juga memohon agar dirinya ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan mendidik atas ketiga anaknya.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan gugatan cerai penggugat setelah mendengarkan keterangan saksi yang menerangkan bahwa antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan sikap tergugat yang tidak memperhatikan keluarganya dan memiliki wanita idaman lain. Majelis Hakim juga mengabulkan permohonan hak pemeliharaan dan mendidik anak yang diajukan oleh penggugat berdasarkan pertimbangan bahwa anak-anak tersebut belum dewasa dan kedekatan hubungan dengan ibunya dan selama ini tinggal bersama ibunya di Semarang maka demi pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menjauhkan dari dampak buruk perilaku tergugat yang tidak bertanggungjawab kepada keluarga maka hak asuh diserahkan kepada penggugat sebagai ibunya. 

Akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai pelaksanaan asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak mengingat usia anak-anak penggugat yang masih sangat muda, saat gugatan perceraian diajukan usia anak tertua hingga termuda secara berturut-turut adalah 8, 2 dan 1 tahun. Apabila anak yang berusia 8 tahun tersebut benar-benar dimintai pendapatnya maka hasil pemeriksaan persidangan (terlepas dilaksanakan dalam tempat yang berbeda) terhadap hak berpendapat anak ini seharusnya dituangkan ke dalam putusan ini.

3.5. Putusan Nomor: 19/Pdt.G/2016/PN.Smg
Penggugat (suami) dan tergugat (istri) telah menikah selama 8 tahun dan memiliki satu anak. Pernikahan mulai tidak harmonis di tahun ke tujuh karena diwarnai percekcokan dan pertengkaran yang disebabkan sikap tergugat yang keras dan banyak tuntutan tanpa mau memahami kesulitan ekonomi yang dialami oleh penggugat. Tergugat sendiri juga jarang pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas. Penggugat berusaha untuk meredam percekcokan dengan mengalah dan berkomunikasi, akan tetapi tidak ada tanggapan dan perubahan yang baik dari tergugat. Akhirnya pada tahun 2013 tergugat meninggalkan rumah tanpa seijin penggugat dan tanpa alasan yang jelas, dan hingga gugatan ini diajukan juga tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar. Hal tersebut yang mendorong penggugat untuk menggugat cerai. Penggugat juga menohon agar hak pemeliharaan dan mendidik  diserahkan kepada penggugat demi perkembangan psikologi kejiwaan anaknya  dan karena masih di bawah umur. 
Setelah mendengarkan saksi dan mendasarkan pada surat-surat bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa memang telah terjadi percekcokan dan pertengkaran terus menerus di antara penggugat dan tergugat, dan upaya untuk mendamaikan juga tidak berhasil. Oleh karena itu majelis Hakim mengabulkan permohonan cerai penggugat dengan alasan bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan karena sudah tidak bisa hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan.

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak kepada penggugat sebagai ayah dari anak tersebut maka dapat diketahui bahwa pertimbangan hukum yang utama yang digunakan oleh Majelis Hakim adalah usia yang belum dewasa, yaitu 5 tahun dan ditinggalkan oleh penggugat begitu saja.  Seperti halnya putusan sebelumnya yang diteliti, tidak ada penjelasan mengenai hak berpendapat anak. Akan tetapi dengan mengingat usia anak yang baru berumur 5 tahun, maka kemungkinan besar anak ini tidak ditanya pendapatnya. 

4. RESULT AND DISCUSSIONS
    4.1. Pertimbangan Hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak.
Berdasarkan kelima putusan tersebut, tampak bahwa hak berpendapat anak untuk didengar belum termuat di dalam putusan (lihat Putusan  Nomor 285 dan 293). Kedua putusan tersebut tidak memuat pertimbangan hukum mengenai hak berpendapat anak, padahal ada anak yang berusia di atas 10 (sepuluh) tahun. Apabila keterangan hakim yang diwawancarai adalah benar  menyatakan bahwa anak-anak yang sudah bisa diajak berkomunikasi akan didengar pendapatnya, maka proses ini seharusnya juga dituangkan ke dalam putusan di bagian pertimbangan hukumnya., terlepas proses ini dilakukan di luar ruang persidangan atau dalam ruang khusus untuk anak. Pemuatan ini sangat penting karena tidak hanya untuk memberikan kepastian hukum, tetapi merupakan penghargaan terhadap hak berpendapat anak yang diamanatkan oleh Konvensi Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Selanjutnya, pertimbangan hukum yang sering digunakan oleh majelis hakim dalam menentukan hak asuh anak adalah kedekatan hubungan dengan salah satu orangtuanya. Kedekatan hubungan ini meliputi kedekatan fisik dan psikologis/emosional, misalnya anak-anak telah tinggal bersama dengan salah satu orangtua untuk masa tertentu; anak-anak mendapatkan perhatian, perawatan, pemeliharaan dan pendidikan dari salah satu orangtua dimana mereka telah tinggal bersama dalam kurun waktu tertentu tersebut. Ketidakhadiran salah satu orangtua dalam memberikan perhatian, perawatan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi faktor pertimbangan bagi hakim untuk menolak permohonan salah satu orang tua untuk mendapatkan hak asuh. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hak asuh anak ini dapat diberikan kepada si ayah atau si ibu. Melalui faktor kedekatan ini Majelis Hakim dapat menilai tanggungjawab dari salah satu oangtua untuk keberlangsungan hidup si anak, tetapi hal ini tidak berarti meniadakan tanggungjawab salah satu orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh. Tanggungjawab yang diatur oleh Pasal 41 UUPerkawinan tetap melekat kepada mereka hingga anak dewasa. 

Pertimbangan-pertimbangan tersebut, khususnya kedekatan anak dengan salah satu orangtuanya menunjukkan bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan kepentingan anak dan tumbuh kembang anak. Kepentingan anak dan tumbuh kembang anak merupakan prinsip dasar yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak dan UU Perlindungan Anak.  Kedua prinsip tersebut adalah dua dari empat prinsip yang menjadi dasar pelaksanaan hak-hak anak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. 

Berdasarkan asas kepentingan terbaik ini maka Majelis Hakim telah membuat keputusan yang memperhatikan kebutuhan untuk tumbuh dan berkembang anak dari berbagai aspek seperti perkembangan fisik, mental, moral dan pendidikan anak-anak tersebut. 

Akan tetapi, untuk kasus yang terkait dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, tampaknya Hakim belum melihat hal tersebut sebagai pertimbangan hukumnya. Jika dibandingkan dengan putusan pengadilan di berbagai negara maka sejarah atau riwayat salah satu orangtua yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga akan benar-benar digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan hak asuh kepada ayah atau ibunya. Dasar yang digunakan adalah asas kepentingan yang terbaik anak, di mana anak jangan sampai terkena dampak kekerasan dalam rumah tangga, anak juga didengar pendapatnya (terlepas ada atau tidaknya unsur-unsur kekerasan dalam rumah tangga).​[6]​ Apabila ditemukan fakta adanya kekerasan dalam rumah tangga maka hakim biasanya juga memerintahkan hak untuk berkunjung secara terbatas dari salah satu orangtua yang melakukan kekerasan tersebut.​[7]​. Kepentingan yang terbaik bagi anak pada akhirnya meliputi perlindungan dari tindak kekerasan atau terekspose dari tindak kekerasan yang bersifat phisik, psikologis atau mengalami pelecehan, penelantaran dan kekerasan dalam keluarga.​[8]​ Selain itu, anak-anak memiliki hak untuk mengetahui dan dirawat oleh kedua orangtuanya (terlepas mereka tinggal bersama atau berpisah), anak-anak memiliki hak untuk menggunakan waktu dan berkomunikasi dengan orangtua (atau orang-orang tertentu) berdasarkan jadwal yang telah diatur yang memberi kewajiban bagi orangtua untuk bersama-sama berbagi tugas dan tanggungjawab berkaian dengan pemeliharaan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka.​[9]​ 

Pertimbangan Hakim dalam kasus putusan nomor : 38/Pdt.G/2015/PN.Smg menunjukkan bahwa  permasalahan kekerasan dalam rumah tangga belum dipandang sebagai hal yang serius sehingga belum digunakan sebagai dasar pertimbangan yang kuat utnuk menentukan apakah seseorang yang memiliki riwayat melakukan kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan hak asuh atas anak. Dalam hal ini juga berpengaruh terhadap haknya untuk mengunjungi anaknya tersebut

Mengenai hal ini telah diatur di dalam Pasal 9 (3) UU Perlindungan Anak yang mengatur hak anak yang terpisahkan dari salah satu atau kedua orangtuanya untuk tetap membina hubungan yang bersifat personal dan kontak langsung dengan kedua orangtuanya secara teratur, kecuali jika hal tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak. Bertentangan dengan kepentingan terbaik anak dalam kasus ini bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga. 
 
Untuk asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak tampaknya belum menjadi perhatian yang serius dalam praktek di peradilan. Hak berpendapat ini merupakan hak untuk menyampaikan pendapat atas segala sesuatu yang ada di dalam pikiran seorang anak dengan tetap memprhatikan privasi anak-anak tersebut.​[10]​ Mengingat bahwa apa yang akan disampaikan sangat berkaitan dengan kehidupan pribadinya maka dapat dipahami jika ada keengganan untuk menyampaikannya di wilayah public (termasuk di ruang pengadilan). Akan tetapi mengingat bahwa menentukan hak pemeliharaan dan mendidik anak sangat berkaitan erat dengan masa depan anak-anak tersebut maka selayaknya anak-anak tetap didengar pendapatnya dengan tetap melindungi privasi mereka. Dengan demikian keterangan Hakim yang menyatakan bahwa anak-anak yang berdasarkan usianya sudah ‘bisa diajak omong’ di luar ruang atau proses pengadilan adalah tindakan yang melindungi privasi mereka.​[11]​ Hal ini sesuai dengan Pasal 14 (2) Konvensi Hak Anak yang menyatakan bahwa dalam pelaksanaan kebebasan berpendapat maka orangtua dan aparat penegak hukum memiliki hak dan kewajiban untuk menyediakan hak tersebut berdasarkan kemampuan dari anak-anak tersebut.

Apabila praktek mendengarkan hak berpendapat anak telah dilakukan maka sebaiknya hal tersebut dimuat di dalam pertimbangan hukumnya. Menurut peneliti hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada karena permohonan hak pemeliharaan dan mendidik anak ini menjadi satu dengan permohonan untuk putusnya perkawinan. Dalam UUPerkawinan juga diatur bahwa putusnya perkawinan akan membawa akibat hukum terhadap suami, istri dan anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu merupakan hak bagi seorang anak untuk didengar pendapatnya oleh hakim sebelum hakim membuat keputusan untuk menentukan hak asuh anak tersebut karena mendengarkan pendapat anak pada hakekatnya merupakan sebuah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Dalam wawancara dengan Hakim PN Semarang, Hakim yang diwawancarai menyatakan bahwa dalam hal anak sudah bisa diajak berbicara maka Hakim akan menanyakan kepada anak tentang pendapatnya untuk ikut ayah atau ibunya. Pertanyaan yang diajukan bisanya dilakukan di luar ruang persidangan dan dengan menanggalkan baju hakim.​[12]​Apabila benar demikian bahwa anak telah didengarkan hak berpendapatnya maka proses mendengarkan hak-hak anak sebagai bagian dari proses persidangan meskipun dilakukan diluar ruang persidangan tetap harus dimuat di dalam pertimbangan hukum putusan tersebut karena hal tersebut merupakan prinsip dasar asas penghargaan terhadap pendapat anak dan sebuah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu untuk menjamin hak-hak anak di dalam sistem peradilan (khususnya di bidang hukum perdata) maka perlu ada transparasi dari pihak peradilan dan para Majelis hakim sebagai pelaksananya untuk memulai memasukkan hak-hak berpendapat anak di dalam putusan pengadilan sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 12(1) UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa hak bagi seorang anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam segala hal yang terkait dengan dan berakibat terhadap anak tersebut; pendapat mereka diberikan dengan mengingat umur dan kedewasan mereka. 

Namun di luar pertimbangan-pertimbangan tersebut, dalam membuat putusan, hakim harus tunduk pada Pasal 50 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu yang menerangkan bahwa: 

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Pelanggaran terhadap pasal tersebut mengakibatkan putusan dibatalkan oleh pengadian yang lebih tinggi dikarenakan alasan tidak cukup pertimbangan atau onvoldoende gemotiverd”

Berdasarkan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut, maka hakim dalam mengambil keputusan akan terikat pada pasal dan undang-undang tertentu yang bersangkutan termasuk hal-hal yang terjadi dan terbukti dalam proses di dalam persidangan. Dari dasar fakta-fakta yang terjadi di dalam persidangan dan pasal-pasal yang berlaku (tetapi dilanggar oleh salah satu pihak), maka majelis hakim dapat memutuskan dan menetapkan, bahwa anak akan dipelihara oleh penggugat dan hal ini didasarkan pada permohonan penggugat untuk menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak jatuh padanya. Akan tetapi, dari kelima perkara gugatan perceraian yang menetapkan hak pemeliharaan anak, tidak ada satupun pertimbangan hukum hakim yang menyebutkan bahwa penetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak yang  jatuh pada tergugat atau penggugat itu didasarkan pada pendapat anak. 

Hal ini bisa sangat dipahami, karena hakim akan melihat pada ketentuan Pasal 50 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman tersebut di atas, hakim tidak dapat menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang terjadi di luar sidang, sebagaimana dilakukan ketika hakim meminta dan mendengar pendapat anak, hakim akan sangat bebas menilai apakah pendapat anak tersebut digunakan hakim sebagai pedoman pembuatan putusan dengan menetapkan hak pemeliharaan anak atau tidak. Hal ini terjadi dengan mengingat bahwa  segala sesuatu yang terjadi di luar sidang tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum oleh hakim dalam pembuatan putusan.

Sementara dalam ketentuan Pasal 10 UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang PErubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang PErlindungan Anak mengamanatkan bahwa “setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”. Pasal ini sudah sangat jelas mengatur hak berpendapat anak yang harus didengar, dan memberi kesempatan pada anak untuk mencari, menerima dan memberikan informasi yang disesuaikan dengan tingkat kecerdasan dan usianya dengan mempertimbangkan bahwa hal ini semata-mata digunakan untuk kepentingan  pengembangan dirinya. Oleh karena itu, ketika anak didengar pendapatnya di dalam proses persidangan, seharusnya majelis hakim menerima dan menimbang serta menilai, bahwa pendapat anak ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menentukan penetapan hak pemeliharaan sesuai dengan keinginannya. Penetapan oleh hakim seharusnya bukan semata-mata dibuat dengan mendasarkan pada fakta-fakata yang didengar dan dilihat di dalam persidangan yang notabene tidak pernah melibatkan anak; di mana anak sebenarnya bisa menyampaikan keinginan-keinginan dan pendapatnya sehingga anak memang mempunyai kesempatan ikut menentukan apa yang terbaik untuk dirinya.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 10 tersebut nampaknya belum menyentuh ranah persidangan dalam perkara perceraian yang didalamnya terdapat permohonan hak pemeliharaan dan pendidikan anak. Hal ini mengakibatkan anak hanya didengar pendapatnya di luar persidangan. Akibat hukumnya pendapat anak tersebut hanya dianggap sebagai pemberi informasi kepada majelis hakim tanpa berpengaruh dalam persidangan dan putusan pengadilan, walaupun pendapatnya tersebut mengenai diri mereka dan masa depan mereka karena yang tahu persis apa yang dibutuhkannya adalah anak itu sendiri. Hak berpendapat anak dan hak anak untuk didengar belum menjadi pertimbangan hukum bagi hakim di dalam memberi putusan dan untuk dituangkannya ke dalam putusan.​[13]​

Apabila anak telah didengarkan hak berpendapatnya maka proses mendengarkan hak-hak anak sebagai bagian dari proses persidangan meskipun dilakukan diluar ruang persidangan tetap harus dimuat di dalam pertimbangan hukum putusan tersebut karena hal tersebut merupakan prinsip dasar asas penghargaan terhadap pendapat anak dan sebuah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya. Oleh karena itu untuk menjamin hak-hak anak di dalam sistem peradilan (khususnya di bidang hukum perdata) maka perlu ada transparasi dari pihak peradilan dan para Majelis hakim sebagai pelaksananya untuk memulai memasukkan hak-hak berpendapat anak di dalam putusan pengadilan sebagaimana yang diamanatkan melalui Pasal 12(1) UU Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa hak bagi seorang anak untuk menyampaikan pendapatnya secara bebas dalam segala hal yang terkait dengan dan berakibat terhadap anak tersebut; pendapat mereka diberikan dengan mengingat umur dan kedewasan mereka. Apabila hak ini menjadi kebijakan dalam proses pengambilan keputusan hakim, mestinya Majelis hakim yang ditunjuk mengadili harus benar-benar hakim yang cukup mengerti tentang anak atau menguasai betul tentang hukum perlindungan anak dan juga dilengkapi pengetahuan tentang psikogis anak, karena dengan hakim-hakim yang cukup terdidik dan memiliki pengalaman khusus menangani kasus yang terkait dengan  hak berpendapat anak​[14]​ maka pendapat anak kemungkinan besar akan diterima dan diadopsi dalam pengambilan keputusan penetapan hak pemeliharaan anak.

 4.2. Faktor-faktor Penghambat Penyampaian Hak Berpendapat Anak Di Persidangan Di Pengadilan
        Negeri Semarang.

Dalam pembuktian tidak ada kemungkinan pembuktian yang logis dan mutlak yang dapat menutup kemungkinan adanya bukti lawan. Maka pembuktian dalam arti yuridis tidak mempunyai kekuatan atau kebenaran mutlak, karena ada kemungkinan juga kesaksian, pengakuan, surat-surat dipalsukan, sehingga pihak lawan dapat membuktikan sebaliknya.  Pembuktian ini sebenarnya untuk memberikan dasar-dasar yang cukup bagi hakim untuk memeriksa perkara guna memberikan gambaran yang benar tentang suatu peristiwa. Di sini yang dipentingkan adalah adanya alat-alat bukti yang sah, karena dalam hukum acara perdata yang dicari adalah kebenaran formil.

Pada prinsipnya tugas hakim adalah untuk menelisik dan menyelidiki apakah ada suatu hubungan hukum yang dapat menjadi dasar sebuah gugatan itu tidak ada atau benar-benar ada. Karena dengan adanya hubungan hukum antara bukti dan gugatan maka gugatan penggugat bisa dikabulkan. Tidak semua dalil harus dibuktikan, bagi dalil-dalil yang sudah diakui kebenarannya, maka tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam pasal 1865 KUH Perdata menjelaskan bahwa : Barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama dia mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu; sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan juga membuktikan peristiwa-peristiwa itu. Maka jelaslah, bahwa di dalam pembuktian itu jika penggugat mendalilkan sesuatu yang berkenaan dengan peristiwa tertentu, maka ia harus membuktikannya demikian sebaliknya bagi tergugat.

Namun demikian, walaupun peristiwa yang disengketakan itu telah dibuktikan, pembuktian itupun masih harus dinilai oleh hakim. Dalam memberikan penilaian ini  hakim dapat bertindak bebas, yaitu hakim bisa mempercayai atau tidak.  Kebebasan penilaian hakim ini ada pengecualiannya seperti yang diatur dalam Pasal. 1870  KHUPerdata atau 165 HIR, yaitu penilaian hakim  terhadap alat bukti tertulis yang diikat oleh undang-undang maka hakim akan terikat untuk memberi penilaiannya.

Lalu dimanakah letak pendapat anak dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya kepada majelis hakim? Jika dilihat dari pengertian kesaksian sendiri, yaitu merupakan sebuah kepastian yang diberikan pada hakim di dalam persidangan terhadap peristiwa yang disengketakan dengan cara pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan. Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa keterangan yang diberikan oleh orang saksi haruslah kejadian yang telah ia alami sendiri.  Sedangkan di dalam Pasal 1895 KUH Perdata menyatakan, bahwa : pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Dengan demikian alat bukti yang berupa saksi menjangkau semua bidang dan jenis sengketa perdata, kecuali undang-undang itu sendiri menentukan sengketa hanya bisa di buktikan dengan akta, sehingga alat bukti saksi tidak dapat diterapkan.

Namun kebebasan pemberian alat bukti saksi ini pun ada perkecualiannya, yaitu saksi yang dapat diperkenankan adalah saksi yang memenuhi syarat-syarat yang sesuai dengan Pasal 1909 KHU Perdata, Pasal. 145 HIR dan Pasal. 172 RBG, yang mengamanatkan, bahwa orang yang tidak cakap menjadi saksi adalah ; keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut garis lurus, suami atau istri dari salah satu pihak  meskipun sudah bercerai, (Pasal 145  HIR dan Pasal. 1909 ayat (2) KHU Perdata. Kemudian anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun (Pasal. 145 ke-3 HIR dan Pasal 1912 KUH Perdata), orang gila meskipun terkadang terang ingatannya (Pasal 1912 KHU Perdata), orang yang selama proses perkara sidang berlangsung dimasukkan dalam tahanan atas perintah hakim (Pasal 1912 KUH Perdata).

Dalam ketentuan Pasal 145 ayat (2) HIR, Pasal 172 RBG ayat (2) dan Pasal 1910 KUH Perdata memberi pengecualian dari ketentuan di atas. Pasal 145 (2) HIR mengamanatkan bahwa: “...akan tetapi kaum sedarah dan keluarga semenda tidak dapat ditolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang sesuatu perjanjian pekerjaan”, dan Pasal 172 ayat (2) RBG menyatakan bahwa: “...namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi”. Kemudian Pasal 1910 mengatur bahwa “...namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi”, dalam hal: perkara mengenai kedudukan keperdataan salah satu pihak, perkara menganai nafkah yang harus dibayar menurut buku Kesatu, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan seorang anak yang belum dewasa, dalam suatu pemeriksaan mengenai alasan-alasan yang dapat  menyebabkan pembebasan atau pemecatan dari kekuasaan orang tua atau perwalian, dan dalam perkara mengenai suatu perjanjian kerja.

Demikian juga Pasal 145 ayat (2) HIR mengecualikan Anak-anak yang belum cukup  15 (lima belas) tahun, orang gila walaupun kadang-kadang ingatannya terang mereka dalam perkara tertentu (keluarga) boleh didengar keterangannya sebagai penjelasan dan untuk memberikan keterangan tersebut mereka tidak perlu disumpah. 

Dengan demikian, jika penyampaian pendapat anak yang belum berumur 15 tahun yang disampaikan di dalam sidang pengadilan sebagaimana diamanatkan Pasal 145  Ayat (2) HIR, mestinya bisa dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan hakim untuk menentukan hal yang terbaik bagi anak. Karena keterangan itu  disampaikan di sidang pengadilan, sebagaimana diamanatkan Pasal. 1905 KHU Perdata, Pasal 144 HIR dan Pasal 171 RBG, maka sesuai dengan pasal-pasal tersebut, keterangan yang disampaikan oleh anak yang belum berumur 15 tahun itu mestinya sebagai keterangan sah sebagai penjelasan alat bukti yang disampaiakan di depan pengadilan.

Namun sering kali hakim meminta keterangan pada anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun di luar sidang, sehingga keterangan yang disampaiakan oleh anak jelas tidak bisa sebagai keterangan sah yang bisa menerangkan alat bukti lain sehingga bulti tersebut menjadi jelas. Degan demikan berarti  hak berpendapat anak menjadi terhambat, walaupun keterangan itu yang terbaik bagi anak. Di sini hakim tidak memperhatikan pengecualian dari 1909 KUH Perdata, Pasal 145 HIR dan Pasal 172 RBG yang diamanatkan Pasal 1910 KUH Perdata, Pasal 145 ayat (2) HIR dan Pasal 172 ayat (2) RBG sangat merugikan bagi si anak karena yang diungkapkan baik itu untuk kepentingan dirinya maupun hak memelihara dan mendidiknya tidak bisa digunakan sebagai penjelasan alat bukti yang ada dan akhirnya tidak bisa dipakai sebagai pertimbangan hukum hakim di dalam membuat keputusannya. 

Hak anak untuk didengarkan pendapatnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukumnya akan bergantung pada kemauan dan kepedulian Hakim terhadap hak-hak anak dan kepentingan terbaik anak. Hakim dapat melakukan diskresi atas  ketentuan Pasal 1905 KUH Perdata, Pasal 144 HIR dan Pasal 171 RBG yang mengamanatkan bahwa: alat bukti disampaikan dan diberikan di depan sidang pengadilan, dan ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata dan Pasal 145 HIR yang mengatur pemeriksaan anak yang belum berumur 15 (lima belas) tahun dilakukan di luar persidangan.

Di dalam perkara-perkara yang diteliti, tidak ada anak korban dari putusnya tali perkawinan orangtuanya yang berumur 15 (lima belas) tahun, sehingga ketika anak memberi keterangan di depan hakim dilakukan di luar persidangan dan tidak jelas apakah keterangan dan pendapat anak dijadikan pertimbangan hukum hakim atau setidak-tidaknya menjadi inspirasi hakim dalam memutus dan menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak. Karena ketentuan Pasal 1912 KUH Perdata dan Pasal 145 HIR telah menutup kemungkinan anak untuk memberikan pedapatnya di dalam persidangan. Kecuali hakim berani menerobosnya dengan melakukan diskresi. Diskresi atau pengeculaian dengan mengatasnamakan kepentingan terbaik anak dan hak berpendapat anak terhadap pasal-pasal tersebut di atas.

Di samping itu masih  ada kemungkinan alat bukti lain yang bisa dipakai untuk tetap mengadopsi hak berpendapat anak itu, yaitu adalah alat bukti persangkaan hukum (rechtelijk vermoeden),​[15]​ dengan alat bukti ini hakim dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi peristiwa seperti yang disampaikan oleh anak dan pendapat anak terhadap terhadap pendapat itu serta harapan-harapan anak ketika si anak menentukan pilihan siapa yang akan memelihara dan mendidiknya. Demikian juga bisa digunakan persangkaan berdasarkan fakta ( feitelijke vermoeden) yang disimpulkan oleh  hakim dari peristiwa-peristiwa yang dialami oleh anak yang disampaikan pada hakim.

Suatu persangkaan harus melalui perantaraan bukti atau fakta lain dan tidak bisa muncul dan berdiri sendiri tanpa  bertumpu pada alat bukti tulisan maupu saksi, sehingga dapat dikatakan sebuah persangkaan dapat sebagai alat bukti. Kenyataan ini dipertegas dengan ketentuan Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KHU Perdata yang dengan tegas menyatakan, bahwa bukti persangkaan adalah alat bukti, tetapi merupakan alat bukti yang bersifat  tidak langsung. Alat bukti persangkaan ini mempunyai peran yang sangat penting dan cukup sentral dalam penerapan hukum pembuktian, karena persangkaan merupakan perantara (intermediary) ketika pembuktian berada dalam ketidak mungkinan (imposibilitas). Dengan demikian persangkaan mempunyai peran dan fungsi perantara (intermediary) dalam setiap adanya pembuktian dipengadilan, yaitu sebagai pengantar alat bukti dan pembuktian kearah yang lebih konkrit untuk mendekati kepastian. 

Dari situlah terbuka kemungkinan hakim dapat memakai pendapat anak sebagai sebuah persangkaan untuk memberi keputusan tentang hak pemeliharaan dan mendidik anak, sehingga ketika anak menyampaikan pendapatnya baik di luar persidangan maupun di dalam persidangan (tanpa disumpah)  haruslah dimasukkan sebagai alat bukti persangkaan hakim karena semua  pendapat anak yang diungkapkan kepada hakim akan menjadi pertimbangan, walau pertimbangan hakim tersebut tidak dimuat dalam pertimbangan putusan. Dengan demikian seorang hakim ketika akan memberikan putusan hak pemeliharaan dan mendidik anak, mestinya dapat menggunakan pasal 1992 KHU Perdatata ini sebagai dasar hukumnya, tidak terpaku hanya pada ketentuan Pasal 50 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman maupun Pasal. 1905 KUH Perdata, Pasal 144 HIR dan Pasal 171 RBG  saja, tetapi harus melihat ketentuan lain seperti Pasal 164 dan 173 HIR, Pasal 310 RBG dan Pasal 1922 KUH Perdata. Dengan demikian bukti persangkaan hakim ini  merupakan dasar hukum untuk menjadikan hak berpendapat anak di pengadilan (dalam penentuan apa yang terbaik bagi anak) menjadi  bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan hakim (walaupun tidak dituliskan secara implisit di dalam pertimbangan hukum hakim di dalam putusuannya) ketika akan menentukan putusan dalam perkara-perkara perceraian.

Mengingat bahwa hak berpendapat anak ini merupakan hak yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, karena sangat jelas telah diatur di dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Sudah semestinya semua undang-undang mulai mengadopsi ketentuan-ketentun di dalam undang-undang ini, demi hal yang terbaik bagi anak, tak terkecuali pendapatnya tentang siapa yang berhak memelihara dan mendidiknya. Sehingga berlakulah asas lex specialis derogat legi generali.

Dari sini dapat diambil kesimpulan, bahwa undang-undang materialnya (KUH Perdata) dan undang-undang Formilnya (HIR dan RBG) telah  mengatur persyaratan mengenai subyek hukum yang dianggap tidak cakap dalam memberi kesaksian di dalam sidang, yang salah satunya menyebutkan anak di bawah 15 tahun. Meskipun demikian  peraturan perundangan-undangan tersebut masih memberi  peluang bagi hakim untuk mendengarkan pendapat anak dalam perkara-perkara tertentu (termasuk perceraian, hak nafkah, dan pemeliharaan dan mendidik anak). Hal ini berarti bagi anak yang belum berumur 15 tahun dapat dimintai keterangan di muka pengadilan, dan keterangan dari anak dapat digunakan sebagai (penjelasan) alat bukti, dapat menjadi pertimbangan hakim untuk dimuat di dalam putusannya.  Apabila hak ini menjadi kebijakan dalam proses pengambilan keputusan hakim, mestinya Majelis hakim yang ditunjuk mengadili harus benar-benar hakim yang cukup mengerti tentang anak atau menguasai betul tentang hukum perlindungan anak dan juga dilengkapi pengetahuan tentang psikogis anak, karena dengan hakim-hakim yang cukup terdidik dan memiliki pengalaman khusus menangani kasus yang terkait dengan  hak berpendapat anak​[16]​ maka pendapat anak kemungkinan besar akan diterima dan diadopsi dalam pengambilan keputusan penetapan hak pemeliharaan anak.

Jika sistem hukum ini menghargai pendapat anak yang disampaikan di luar sidang, mestinya bisa dianalogikan sebagai pengakuan di luar sidang entah itu disampaikan secara tertulis maupun lisan oleh anak. Dari dasar itu hakim bisa memakai tulisan anak sebagai alat bukti bebas, jika apa yang ditulis itu benar adanya dan diakui para pihak, maka hakim tidak perlu lagi membuktikan dan dapat memasukkannya dalam pertimbangan hukum hakim dalam memberikan putusannya. Dan jika itu pendapat anak yang diberikan secara lisan di luar sidang dan itu dikehendaki dan terbukti adanya, walaupun harus dibuktikan lebih lanjut dengan keterangan-keterangan saksi atau alat-alat bukti lain tetapi harulah hakim tetap berpedoman pada apa yang terbaik bagi kepentingan anak, meskipun tidak semuanya dijadikan pedoman hakim dalam membuat kpertimbangan hukum dalam mengambil keputusannya 

Uraian di atas menunjukkan bahwa faktor yang menghambat dalam melaksanakan hak berpendapat anak dalam persidangan tentang perkara hak pemeliharaan dan pendidikan anak   justru ada pada pemahaman hakim terhadap hak berpendapat anak dan keberanian hakim untuk memuat pendapat anak dalam  pertimbangan hukum di dalam putusannya. Hakim seyogyanya berani melakukan terobosan hukum terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku yang kurang berpihak pada pemenuhan hak-hak anak. Terobosan hukum yang dilakukan oleh hakim berdasarkan keyakinannya sangat diperlukan sehingga hak anak untuk berpendapat benar-benar dapat terpenuhi dan terlindungi. hak berpendapatnya anak ketika hakim akan menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak dalam perkara-perkara perceraian yang di dalamnya ada tentang permohonan hak pemeliharaan dan mendidik anak.

Asas penghargaan terhadap hak berpendapat anak dalam Konvensi Hak Anak tersebut merupakan ketentuan yang sangat progresif dalam mengatur dan menjamin pemenuhan hak-hak anak. Akan tetapi hal tersebut ternyata menimbulkan ketidakpastian bagi orangtua dan professional tentang bagaimana, kapan atau perlukah melibatkan anak-anak dalam proses pengambilan keputusan hukum di bidang keluarga (proses perceraian dan penetapan hak asuh anak). Pandangan demikian muncul karena dominasi pandangan orang dewasa yang memandang rendah terhadap kedewasaan anak dan kompetensinya untuk memberikan kontribusi secara efektif terhadap keputusan di dalam keluarga dan dalam Pengadilan keluarga.​[17]​ Berbagai hasil penelitian justru menunjukkan bahwa pandangan yang demikian patut ditinggalkan karena tidak sesuai dengan konsep dan pandangan terbaru yang melihat anak-anak sebagai warga negara, agen dan sosial actor yang memiliki hak-haknya seperti halnya manusia dewasa. Anak-anak bukanlah pengikut orangtuanya.​[18]​ Anak-anak yang orangtuanya bercerai dan menjadi obyek penelitian justru menunjukkan bahwa mereka mampu menyampaikan pandangan dan gagasannya dengan baik, jelas dan mudah dipahami terhadap permasalahan yang dihadapinya.​[19]​
Menurut Fitzgerald, ketika hukum keluarga telah memulai untuk lebih bersiap merengkuh anak-anak sebagai agen, warga negara, dan sosial actor maka para pembuat kebijakan dan keputusan harus bersiap-siap menghadapi munculnya ‘ruang-ruang’ baru sebagai akibat dari pengakuan atas perspektif anak-anak tersebut.​[20]​ Hal ini semestinya tidak menjadi halangan bagi professional untuk bekerja dengan anak-anak karena yang dibutuhkan oleh para professional adalah keahlian dan ketrampilan dalam berkomunikasi dengan anak-anak.​[21]​ Hasil penelitian terhadap anak-anak berusia 7-12 tahun tentang pengetahuan dan pertimbangan anak-anak tentang permasalahan hukum yang berkaitan dengan kehidupan mereka secara pribadi telah menunjukkan meningkatnya pemahaman mereka tentang konsep-konsep hukum.​[22]​ pengetahuan dan pemahaman anak-anak tentang hukum, proses hukum, dan istilah-istilah hukum muncul secara bertahap dan semua itu bergantung pada kompleksitas konsep-konsep hukum yang mereka pelajari. Ketidaktahuan dan salah paham tentang sistem hukum merupakan hal yang wajar bagi anak-anak mengingat banyak orang dewasa yang tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang pengetahuan dan sistem hukum.​[23]​

Hasil penelitian terhadap pengalaman anak-anak yang orangtuanya bercerai juga menunjukkan bahwa membiarkan mereka didalam ‘kegelapan’ tanpa interaksi dan komunikasi yang baik yang dilakukan oleh orang tua /dewasa terhadap anak-anak ternyata telah menyumbangkan kebingungan dan rasa sakit sehingga mereka merasakan masa transisi (perpisahan orangtuanya) menjadi semakin sulit.​[24]​ Anak-anak yang tidak mendapat informasi yang layak tentang perpisahan tampak lebih mudah mengalami gejala-gejala seperti kekuatiran, depresi, perilaku salah, distress dan menyalahkan diri sendiri atas perpisahan orangtuanya. Mereka dapat mengatasinya dengan baik apabila mendapatkan informasi, turut dilibatkan dan mendapatkan bantuan untuk memahami perubahan yang sedang dan akan terjadi, dan turut berpartisipasi secara aktif di dalam proses tersebut. Dengan demikian melibatkan anak sejak awal di dalam proses pembuatan keputusan memiliki akibat yang positip terhadap anak, tidak hanya terhadap perkembangan identitas individunya, pertmbangan moral, kompetensi tetapi juga memberikan kepuasan terhadap apapun hasil yang nantinya dicapai.​[25]​ 
	
Meskipun hasil penelitian tersebut menyatakan hal yang berakibat positip terhadap  keterlibatan anak-anak sejak awal dalam proses pengambilan keputusan atas perpisahan orangtuanya, dalam kenyataan masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan kesepakatan perpisahan dan pasca perpisahan.​[26]​ Hal ini disebabkan karena keengganan orang dewasa dan para professional untuk melibatkan anak-anak berdasarkan pertimbangan bahwa proses di pengadilan ‘melelahkan’, membuat stress, dan ‘merusak’.​[27]​ Selain itu sistem hukum sendiri tampaknya juga tidak nyaman dengan melibatkan anak dalam proses pengadilan sehingga pandangan-pandangan anak-anak ini hanya diinterprestasikan dan disaring melalui berbagai professional yang berbeda (kuasa hukum anak atau pendamping anak, pekerja sosial dan hakim) berdasarkan sudut pandang mereka, sehingga pandangan dan pendapat anak-anak itu sendiri jarang sekali digunakan untuk menentukan keputusan dalam proses persidangan hukum keluarga.​[28]​ 

5. CONCLUSION AND POLICY RECOMMENDATIONS
Berdasarkan putusan yang diteliti, ada tiga pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan dan mendidik anak, yaitu: keterangan saksi, usia anak yang belum dewasa dan kedekatan hubungan antara anak dengan salah satu orangtua. Keputusan yang dibuat Hakim lebih banyak dipengaruhi pada perspektif Hakim dalam menafsirkan ‘kepentingan’ anak daripada perspektif anak yang menjadi perebutan hak pemeliharaannya oleh kedua orangtuanya yang bercerai. Hal ini bisa diketahui karena perspektif hak anak tidak terlihat di dalam pertimbangan-pertimbangan yang dibuat oleh Hakim melalui putusannya.    

Berdasarkan kelima putusan tersebut, tampak bahwa hak berpendapat anak untuk didengar belum termuat di dalam putusan (lihat Putusan  Nomor 285 dan 293). Kedua putusan tersebut tidak memuat pertimbangan hukum mengenai hak berpendapat anak, padahal ada anak yang berusia di atas 10 (sepuluh) tahun (Putusan Nomor 285/Pdt.G/2014/PN.Smg dan Putusan Nomor 293/Pdt.G/2014/PN.Smg); pada usia ini seorang anak sudah bisa diajak berkomunikasi dan berpikir, akan tetapi dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak nampak bahwa anak-anak telah didengar pendapatnya.

Faktor yang menjadi hambatan dalam penyampaian pendapat anak di persidangan menurut hakim yang diwawancarai karena anak belum mampu diajak berkomunikasi, masalahnya sangat bersifat pribadi, terbatasnya hakim yang mampu berkomunikasi dengan anak, pengetahuan hakim tentang psikologi anak, ketaatan hakim terhadap asas-asas di pengadilan, dan ketidakberanian hakim menggunakan pasal-pasal pengecualian dan kurang diterapkannya alat bukti persangkaan.

Mengingat bahwa hak berpendapat anak belum sepenuhnya diperhatikan maka proses untuk mendengar dan mendapat penjelasan pendapat anak yang dilakukan di luar persidangan maupun di dalam persidangan harus difasilitasi melalui sistem dan prosedur yang khusus untuk itu. Oleh karena itu perlu dibentuk system dan prosedur untuk mengakomodasi kebutuhan hak berpendapat anak di dalam proses peradilan, khususnya hak berpendapat anak yang dimasukkan ke dalam pertimbangan hukum ketika hakim membuat  putusan dengan pertimbangan hal tersebut dianggap merupakan bagian dari proses persidangan dengan pokok perkara yang menjadi bagian  dari perkara perceraian yang dimintakan oleh penggugat/tergugat. 
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^1	  Kata kepentingan terdapat di dalam Pasal 41 UU Perkawinan. Pasal 41 (a) UU Perkawinan menyebutkan bahwa setelah terjadi perceraian, baik bapak atau ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Apabila terjadi perselisihan mengenai penguasaan terhadap anak-anak maka Pengadilan memberi keputusannya. Selanjutnya, Pasal 41 (b) mengatur Bapak sebagai pihak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak; dalam hal Bapak tidak mampu memenuhi kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan sang ibu untuk turut serta memikul biaya tersebut. Pada penjelasan Pasal 41 (a) dan (b) UUP tersebut tidak ada keterangan yang menjelaskan lebih lanjut mengenai ‘kepentingan anak’. Pasal 41 (a) dan (b) hanya menentukan bahwa Bapak dan Ibu tetap memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, dan lebih menekankan tanggungjawab kepada Bapak daripada Ibu dalam hal menanggung biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
^2	  Di beberapa negara maju seperti Inggris, Australia dan Canada, upaya untuk memenuhi kepentingan yang terbaik bagi anak tidak hanya terbatas pada pemenuhan biaya pemeliharaan dan pendidikan tetapi juga pada pemenuhan kebutuhan tumbuh dan kembang anak yang dipercaya dapat terpenuhi melalui cara bertemu dengan salah satu orangtua yang tidak mendapatkan hak asuh anak secara teratur.. Lihat Maccoby and Mnookin in J Cohen and Gershbain, “For the Sake of the Fathers? Child Custody Reform and the Perils of Maximum Contact” (2001) 19 Canadian Family Law Quarterly 121 at 171; D. Saunders, Child Custody and Visitation Decision in Domestic Violence Cases: Legal Trends, Research Findings, and Reccommendations, dikutip oleh Zoe Rathus, “Shifting the Gazze: Will Past Violence be Silenced by a Further Shift of the Gazeto the Future Under the New Family Law System? Australian Journal of Family Law (2007) 21, 139, 157.
^3	  Kompilasi Hukum Islam (KHI) berlaku bagi penduduk Indonesia yang beragama Islam dan digunakan di Peradilan Agama    yang khusus menangani persoalan perkawinan, perceraian, rujuk, wakaf, waris bagi mereka yang beragama Islam. KHI    merupakan peraturan yang melengkapi UU Pekawinan yang bersifat nasional karena berlaku bagi seluruh penduduka    Indonesia. KHI merupakan peraturan di bidang perkawinan, perceraian, rujuk, wakaf dan waris bagi penduduk Indonesia   yang beragama Islam mengatur usia anak untuk didengarkan pendapatnya, yaitu di usia mumayyiz atau berusia 12 tahun. Hal ini diatur di dalam Pasal 105 dan Pasal 156 bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk  memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak  pemeliharaannya. Meskipun KHI berlaku bagi mereka yang beragama Islam, berbagai peraturan perundang-undangan yang lain juga tetap berlaku bagi mereka seperti UU Perkawinan yang bersifat nasional, peraturan yang berkaitan dengan beracara di pengadilan dan undang-undang tentang kekuasaan kehakiman.
^4	  HIR adalah singkatan dari Herzien Inlandsch Reglement yang sering diterjemahkan menjadi Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui, yaitu hukum acara dalam persidangan perkara perdata maupun pidana yang berlaku di pulau Jawa dan Madura. Reglemen ini berlaku di jaman Hindia Belanda, tercantum di Berita Negara (staatblad) No. 16 tahun 1848.RBG singkatan dari Rechtreglement voor de Buitengewesten yang sering diterjemahkan Reglemen Hukum Daerah Seberang (di luar jawa Madura), yaitu hukum acara yang berlaku di persidangan perkara perdata maupun pidana di pengadilan di luar Jawa dan Madura. Tercantum dalam Staatblad 1927 No. 227. Rv adalah singkatan dari Wetboek op de Burgerlijke Rechtvordering yaitu hukum acara perdata dan pidana yang berlaku untuk golongan Eropa di jaman penjajahan. Tercantum dalam Staatblad 1987 No.52.Di jaman penjajahan Belanda, HIR dan RBG adalah undang-undang yang mengatur hukum acara di pengadilan bagi penduduk pribumi, baik perdata maupun pidana. Perbedaannya, HIR berlaku di pulau Jawa dan Madura sedangkan RBG berlaku di luar Jawa dan Madura. Di jaman Indonesia merdeka, HIR, RBG dan Rv masih tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, aturan peralihan pada Kontitusi Republik Indonesia Serikat dan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Ketiga peraturan peralihan Undang-Undang Dasar menyatakan bahwa HIR, RBG dan Rv masih berlaku. Saat ini, tidak ada lagi perbedaan antara HIR dan RBG karena kedua undang-undang tersebut diadopsi menjadi hukum yang berlaku di era Indonesia Merdeka. Namun Kedua hukum acara pidana yang diatur dalam kedua undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi setelah diundangkannya undang-undang hukum acara pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang diatur melalui UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana. Dalam praktik di dunia peradilan saat ini, HIR dan RBG maupun Rv telah banyak dilengkapi oleh peraturan perundang-undangan lain, seperti Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009. Sehingga, hukum acara perdata diatur dalam berbagai peraturan yang terpisah.
^5	  Wawancara dengan Hakim Enny Indriyani, SH, Selasa 7 Juni 2016, jam 10.30-12.00
^6	  Zoe Rathus, Shifting the Gae: Will Past Violence be Silenced by A Further Shift of the Gaze to the Future under the New Family System? Australian Journal of Family Law  2007, vol.21, 98. Lihat juga Nicola Taylor, What Do We Know About Involving Children and Young People in family law Decision Making? A Research Update, Australian Journal of Family Law, 2006, vo. 20, 164-175. 
^7	  Ibid. 
^8	  Lihat Australian Family Law Act 1975 (Cth ). Pasal 60B (1)
^9	  Lihat Australian Family Law Act 1975 (Cth ) Pasal 60B(2) 
^10	  E. Brems, “Article 14: The Right to Freedom of Thought, Conscience and Religion”, in: A. Alen, J. Vande Lanotte, E. Verhellen, F. Ang, E. Berghmans and M. Verheyde (Eds.) A Commentary on the United Nations Convention on the Rights of the Child (Martinus Nijhoff Publishers, Leiden, 2006).
^11	  Ibid.
^12	  Wawancara dengan Ibu hakim Eny Indriyani, SH, Selasa 7 Juni 2016, jam 10.30-12.00
^13	  Sandra Keen McGlothlin, No More “Rag Dolls in the Corner”: A Proposal to Give Children in Custody Disputes a Voice, Respect, Dignity, and Hope , JOURNAL OF LAW & FAMILY STUDIES, vol 11, p.82
^14	  Lihat Linda D Elrod, (2001) "Reforming the System to Protect Children in High Conflict Custody Cases,"William Mitchell Law Review: Vol.28(2) Article 5.
^15	  Alat bukti persangkaan diatur dalam Pasal 173 HIR, Pasal 310 RBG dan Pasal 1922 KUHPerdata. 
^16	  Lihat Linda D Elrod, (2001) "Reforming the System to Protect Children in High Conflict Custody Cases,"William Mitchell Law Review: Vol.28(2) Article 5.
^17	  Nicola Taylor, What Do We Know about Involving Children and Young People in Family Law Decision Making? A Research Update, Australian Journal of Family Law, 20, 2006, hal. 154.
^18	  J Qvortrup, ‘An Introduction’, dalam J Flowerdew and B Neale, Trying to Stay Apace: Children with Multiple Challenges in Their Post-Divvorce Family Lives’ Childhood Journal 10(2), 2003 at. 148.
^19	  J Flowerdew and B Neale, Trying to Stay Apace: Children with Multiple Challenges in Their Post-Divvorce Family Lives’ Childhood 10(2), 2003 halaman 148
^20	  R. Fitzgerald, How are children Heard in Family Law Proceeding in Australia? Southern Cross University Law Review, 6, 2002, 177-203
^21	  Nicola Taylor, Hal 169 fn 87
^22	  M Peterson-Badali, R.Abramovitch and J Duda, ‘Young Children’s Legal Knowledge and Reasoning Ability’ (1997) 39(2) Canadian Journal of Criminology 145-170
^23	  K. Maunsel,What Do They Know about the Legal System? Intreviews with Irish Children, in D Hogan and R Gilligan (Eds), Researching children’s Experiences: Qualitative approaches, The Children’s Research Centre, Dublin, 1998, hal. 35–49;  Nicola Taylor, What Do We Know about Involving Children and Young People in Family Law Decision Making? A Research Update, Australian Journal of Family Law, 20, 2006, at 154
^24	  C Smart, ‘Introduction:New Perspectives on Childhood and Divorce’ (2003) 10(2) Childhood 123-9
^25	   K. Maunsel,What Do They Know about the Legal System? Intreviews with Irish Children, in D Hogan and R Gilligan (Eds), Researching children’s Experiences: Qualitative approaches, The Children’s Research Centre, Dublin, 1998, hal. 35–49;  Nicola Taylor, What Do We Know about Involving Children and Young People in Family Law Decision Making? A Research Update, Australian Journal of Family Law, 20, 2006, at 154
^26	  Studi di Inggris, Australia dan New Zealand menunjukkan bahwa anak-anak jarang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh orangtuanya. Hampir sebagian besar kesepakatan bertemu dibuat berdasarkan keputusan orang dewasa. 
^27	  G Douglas and M Murch, ‘Taking Account of Children’s Need in Divorce – A Study of Family Solicitors ‘s Responses to New Policy and Practice Initiatives’ (2002) 1491) Child and Family Law Quarterly 57-75.
^28	  R. Fitzgerald, ‘How are children heard in Family Law Proceeding in Australia?’ Southern Cross University Law Review, 6, 2002, 177-203.
